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ABSTRAK 

KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM PEMBERIAN  

IZIN KERAMAIAN SEBAGAI BENTUK PENGENDALIAN  

KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KECAMATAN  

NEGERIKATON KABUPATEN PESAWARAN 

 

 

Oleh: 

 

Pandu Dewo Saputro 

 

Salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan dan 

pengayoman pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa kepolisian 

berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan-kegiatan keramaian 

umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Kecamatan Negerikaton sering 

mengadakan hiburan orgen tunggal yang disertai surat izin keramaian berdasarkan 

Juklap Kapolri No. Pol /02/XII/1995 tentang perizinan pemberitahuan kegiatan 

masyarakat dari Kepolisian Sektor Negerikaton. Dalam berlangsungnya hiburan 

tersebut, masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas waktu yang 

ditentukan, karena kurang optimalnya pengawasan dari  Kepolisian Sektor 

Negerikaton. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah kewenangan 

kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian 

keamanan dan ketertiban di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.(2) 

Apakah faktor penghambat kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian 

tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan  

yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data 

primer dan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) kewenangan kepolisian dalam pemberian 

izin keramaian adalah (a) Memberikan syarat-syarat dalam penerbitan surat izin 

keramaian. (b) Memeriksa persyaratan permohonan izin keramaian dan persiapan 

tempat pelaksanaannya. (c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan masyarakat. (d) 

Mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan masyarakat. (2) 

Penghambat kepolisian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban 

adalah:(a) Keamanan lokasi hiburan yang tidak memenuhi standar yang telah 



ditentukan pihak kepolisian. (b) Pembuatan  surat  izin  melalui  jalan  praktis (c) 

Pengajuan  waktu  surat  izin  keramaian  dalam  waktu  yang  relatif  singkat. (d) 

Kurangnya  pemahaman  mengenai  prosedur  pengajuan  surat  izin  keramaian  

hiburan. (e) kurangnya personil kepolisian sektor negerikaton. 

 

Kata Kunci :Kewenangan Kepolisian Sektor, Izin Keramaian, Pengendalian 

Keamanan dan Ketertiban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

THE AUTHORITY OF SECTOR POLICE IN GRANTING A CROWD 

PERMIT AS A WAY MAINTAIN SECUIRITY AND PUBLIC 

 ORDER IN THE SUB DISTRICT OF NEGERIKATON  

PESAWARAN REGENCY 

 

By: 

 

Pandu Dewo Saputro 

 

One of the main duties of the police is to provide protection and service to the 

community. In Article 15 Paragraph (2) Sub-Paragraph (a) of Law Number 2 Year 

2002 on Police, the police are authorized to grant permission and oversee public 

hubic activities and other community activities. Negerikaton sub-district often 

hold sole orgers entertainment accompanied by permission from the Public Police 

of Negerikaton Sector. In the course of entertainment, there are still many people 

who ignore the time limit specified, because less than optimal supervision from 

the Police Sector Negerikaton. 

Problems in this research are: (1) What is the authority of sector police in giving 

permission of crowd as a form of control of security and order in sub-district 

Negerikaton Kabupaten Pesawaran.(2) What is the factor of the sector police 

obstacle in giving permission of the crowd. 

The research method used is juridical normative and juridical empirical approach. 

Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data, 

and analyzed qualitatively. 

The result of the research that (1) the authority of the police in granting the 

permission of the crowd is (a) Provide the conditions in issuing the permit of the 

crowd. (b) Examine the requirements for a crowd clearance permit and 

preparation of the venue. (c) Overseeing the implementation of community 

activities. (d) Addressing the problems that occur in the implementation of 

community activities. (2) Police obstacles as a form of security and order control 

are: (a) Security of entertainment locations that do not meet the standards set by 

the police. (b) Preparation of licenses through practical means (c) The timing of 

permits of the crowd in a relatively short period of time. (d) Insufficient 

understanding of the procedure for applying entertainment permit. (e) lack of 

national police personnel. 

 

Keywords: Sector Police Authority, Permission of Peace, Control of Security and 

Order. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat indonesia memiliki berbagai jenis kebudayaan salah satu diantaranya 

adalah seni tradisi, seni tradisi berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan 

dan dinamika peradaban masyarakat yang berbeda-beda di wilayah Indonesia. 

Gambaran tentang bentuk ungkapan seni itu bermacam-macam seperti seni rupa, 

seni musik, seni sastra dan lainnya, disebabkan oleh latar belakang budaya yang 

berbeda. Setiap kebudayaan akan mengalami perubahan atau perkembangan 

karena tidak ada kebudayaan yang statis hanya saja laju perkembangannya 

berbeda-beda, ada yang cepat ada juga yang lambat dan ini membuktikan bahwa 

dunia pikiran manusia berkembang dari zaman ke zaman. 

Manusia dalam hidupnya melakukan berbagai aktifitas untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dalam keadaan yang demikian manusia membutuhkan 

hiburan untuk selingan dalam kerutinan aktifitas yang dilakukannya sehari-hari. 

Berbicara mengenai hiburan banyak macam ragam bentuknya, ada musik, tarian, 

drama dan banyak lagi jenis hiburan lainnya khususnya hiburan orgen tunggal 

yang sering menimbulkan hal-hal negatif.
1
 

                                                           
1
Http://Bebibluu.Blogspot.Com/2009/09/Musik-Organ-Tunggal-Saat-Ini.Html diakses Kamis 27 

Okt 2016 Pukul 02.00 WIB 
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Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengusahakan 

kesejahteraan bagi warganya, untuk itu pemerintah harus bersifat aktif bukan 

sebaliknya hanya menunggu, dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan tertentu 

yang memang diberikan  izin, harus melalui proses-proses yang telah ditentukan. 

Izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatan 

tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan dilakukannya 

kegiatan dan lahir setelah ada izin. Tanpa izin, suatu pihak tidak dapat melakukan 

kegiatan yang di muat dalam izin itu.
2
 

Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan kegiatan keramaian adalah izin 

keramaian yang harus dibuat atau dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan 

sebagai pemohon izin, adapun yang dimaksud dengan izin keramaian adalah izin 

yang diberikan kepada orang perorang,organisasi atau kelompok dan atau panitia 

atas permintaannya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk 

kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya, demonstrasi maupun kegiatan 

ilmiah.3 

Kegiatan keramaian yang sering diadakan oleh masyarakat misalnya adalah 

hiburan orgen tunggal yaitu berupa hiburan musik yang menggunakan keyboard 

dan speaker di lapangan terbuka yang dikelola oleh seseorang untuk disewakan 

pada acara-acara tertentu demi keuntungan komersial dan hiburan, namun dibalik 

hiburan yang disuguhkan oleh orgen tunggal itu terdapat begitu banyak efek 

negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal itu sendiri dan terkadang orgen 

tunggal diadakan sampai larut malam bahkan sampai menjelang subuh. 

                                                           
2
 Ridwan HR,.Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers,2011. Hlm.75. 

3
.Sri Pudyatmoko,.2009. Perizinan: problem dan upaya pembenahan.Yogyakarta : Grasindo. Hlm 

22. 
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Dampak negatif yang ditimbulkan oleh orgen tunggal telah banyak dirasakan oleh 

masyarakat dan sampai saat ini belum ada kriminalisasi terhadap aktivitas orgen 

tunggal yang berdampak negatif tersebut. Berbagai dampak negatif orgen tunggal 

dipandang dari segi hukum yaitu antara lain: 

1. Praktek perjudian; 

2. Penggunaan minuman keras; 

3. Penyalahgunaan narkotika; 

4. Pornoaksi; 

5. Pelecehan seksual; 

6. Eksploitasi anak; 

7. Pelanggaran hak cipta lagu; 

8. Perkelahian; 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.  

Dalam Pasal 15 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan peranan penting pihak 

kepolisian dalam pemberian izin keramaian dan pengawasannya. Prosedur dari 

izin keramaian yang harus diketahui adalah pemohon izin harus mempunyai 

tujuan kegiatan yang akan di laksanakan secara jelas, mempunyai lampiran 

persetujuan dari RT/RW/Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan 

dilaksanakan tidak akan menganggu warga setempat, seperti Izin demonstrasi, 

mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan hiburan 
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orgen tunggal dan izin keramaian sepak bola, mengadakan hajatan yang memakai 

badan jalan atau fasilitas kota dan lain-lain sangat diperlukan izin keramaian. 
4
 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri 

dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang 

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri, serta terbinanya 

ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

Sebagaimana dalam peraturan pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara 

berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan markas besar Polri yang 

wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara republik indonesia yang 

dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggungjawab kepada Presiden, 

kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian daerah yang 

lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang 

bertanggungjawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan 

Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres 

yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat kecamatan disebut 

Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek yang dipimpin oleh Kapolsek 

yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat desa atau kelurahan ada 

pos polisi yang dipimpin oleh seorang brigadir polisi atau sesuai kebutuhan 

menurut situasi dan kondisi daerahnya.  

                                                           
4
 Sudikno Mertokusumo,.Mengenal Hukum,Liberty,Yogyakarta,1999.Hlm.68 



5 
 

Dalam pemberian izin keramaian yang diadakan di tingkat kecamatan, pengajuan 

permohonan izin keramaian cukup ditunjukan kepada Kapolsek, selain itu izin 

keramaian yang diberikan oleh Kapolsek harus disertai pengawasan dan 

pelindungan dalam proses berjalannya acara/kegiatan tersebut, karena untuk 

menciptakan keamanan dan ketertiban , hal ini merupakan salah satu tugas dari 

pihak kepolisian. Dasar hukum yang digunakan Kapolsek, Juklap Kapolri No. Pol 

/ 02 / XII / 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.  

Di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran hiburan orgen tunggal ini 

seperti sudah menjadi tradisi, setiap ada acara sosial kemasyarakatan tanpa ada 

hiburan orgen tunggal seperti ada sesuatu yang kurang/hilang. Masyarakat pada 

daerah ini jadi kurang berminat untuk datang ke acara tersebut karena tidak 

adanya hiburan orgen tunggal, jadi dengan kata lain sebenarnya masyarakat pada 

daerah ini lebih tertarik datang ke acara tersebut karena hiburan orgen tunggalnya. 

Dalam pemberian izin keramaian hiburan orgen tunggal oleh kepolisian sektor di 

Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran, fakta yang terjadi dalam 

pelaksanaannya yaitu, durasi hiburan hanya dibatasi hingga pukul 20.00 WIB , 

tetapi yang terjadi hiburan orgen tunggal ini sering berlangsung sampai pukul 

24.00 WIB, bahkan terkadang sampai menjelang pagi sehingga menganggu 

masyarakat sekitar dan sering menimbulkan dampak negatif dari berlangsungnya 

hiburan yang melewati batas waktu yang sudah ditentukan, serta kurangnya 

jumlah personil  Polsek  Negerikaton menyebabkan  kurang maksimalnya 

pengawasan secara langsung oleh pihak kepolisian dalam berjalannya  

pelaksanaan acara/kegiatan tersebut. Maka dalam hal ini terjadinya pelanggaran 
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izin keramaian yang sering terjadi di Kecamatan Negerikaton Kabupaten 

Pesawaran. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Kewenangan  Kepolisian Sektor Dalam 

Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan Dan 

Ketertiban Di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan 

diteliti adalah : 

a. Bagaimanakah kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin 

keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di 

Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran ? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat kepolisian sektor dalam pemberian izin 

keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di 

Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin 

keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di 

Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran.  
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kepolisian sektor dalam 

pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan 

ketertiban di Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan 

kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan 

hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan juga untuk dapat 

menambah pengetahuan dan wawasan. Hasil penelitian ini juga diharapkan 

memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian dibidang yang 

sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum 

Perizinan. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang perizinan 

keramaian khususnya hiburan. 

b. Memberikan pemikiran atau solusi mengenai masalah hukum yang 

berkaitan dengan perizinan keramaian khususnya hiburan. 

c. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin 

mengkaji secara mendalam tentang perizinan keramaian khususnya 

hiburan.  
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d. Penelitian ini sebagai bahan latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus 

menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang perizinan keramaian 

khususnya hiburan. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1. Pengertian Kewanangan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata 

kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk 

bertindak,vkekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan 

tanggung jawab kepada orang/badan lain. 
1
 

Menurut H. D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum 

organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan 

yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang 

pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. 
2
 

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan 

kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak 

berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. 
3
 

                                                           
1
Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah 

Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. Hlm. 35 
2
Ridwan HR. Hukum Administrasi  Negara. PT Raja  Grafindo Persada. Jakarta  2013. Hlm. 71 

3
Nurmayani S. H. ,M. H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 

2009. Hlm. 26 
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Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki 

seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian 

kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan 

menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal 

yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang 

penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu 

pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F. A. M. Stroink dan J. G. 

Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum 

administrasi negara. 
4
 

2. 1. 1 Sumber Kewenangan 

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, 

dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang 

diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru 

oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan 

/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah 

pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badanatau Jabatan TUN yang 

telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan 

atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya 

sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian 

wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN 

yang satu kepada yang lain. 
5
 

                                                           
4
Ridwan HR. Op. Cit. Hlm. 99 

5
Indroharto. Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Jakarta:Pustaka Harapan. 1993. Hlm. 68.  
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Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan 

harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 

tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya 

digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, 

sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari 

pelimpahan. Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan 

antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur 

pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan 

yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan 

tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan 

wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas 

”contrarius actus”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan 

pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan 

peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih 

tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan 

bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap 

pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri 

wewenang yang dilimpahkan itu. 
6
 

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan 

menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung 

arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan 

tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan 

                                                           
6
Ridwan HR. Op. Cit. Hlm. 108-109.  
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tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan 

yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara 

yaitu atribusi, delegasi dan mandat. 
7
 

2. 2. Fungsi dan Tugas Kepolisian Dalam Ketertiban Dan Keamanan 

Kata „fungsi‟ berasal dari bahasa inggris “function”. Menurut kamus WEBSTER, 

“function” berarti performance the special work done by an structure. Selain itu 

menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 

3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu 

sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari 

uraian tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan 

dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya 

untuk mencapai tujuan.  

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada 

di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi 

kepolisian terkait erat dengan Good Governance, yakni sebagai alat Negara yang 

menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas 

melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu 

sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyrakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan 

                                                           
7Bagir Manan. Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi 

Daerah. Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000. Hlm. 1-2 
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Undang-Undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dalam UU No 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanakan tugas 

dan tanggung jawab fungsi kepolisian Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, 

dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, antara lain menentukan dan 

menetapkan: 

1. Penyelengaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka 

pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan  

2. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negera Republik 

Indonesia. 
8
 

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian 

dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjeng mulai dari tingkat 

pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu Pos Polisi, dan tanggung jawab 

atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hirarki dari tingkat paling 

bawah hingga tingkat pusat yaitu Kapolri, dan selanjutnya Kapolri 

mempertangungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia, hal ini 

mengingat karena kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan 

persetujuan DPR-RI.  

Tugas pokok Kepolisin Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan pengaturan, 

penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah 

                                                           
8
Djoko Prakoso. Polri Sebagai Penyidik Dalam  Penegakan Hukum. Jakarta :Bina Aksara. 1987.  

Hlm. 39 

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/
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sesuai kebutuhan penyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, membina masyarakat untuk 

meningkatkan partipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan turut serta 

dalam pembinaan hukum nasional memelihara ketertiban dan menjamin 

keamanan umum.  

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, 

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, 

menyelenggarakan indentifiksi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian dalam 

melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan 

dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,melayani 

kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi 

dan/atau pihak yang berwenang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai 

dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisianserta melaksanakan tugas 

lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya 

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas 

dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan 

dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh 
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Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara 

lain: 

a.  Menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan 

warga masyarakat yang dapat menggangu ketertiban umum mencegah dan 

menanggulangi tumbuhnya masalah di msyarakat.  

b. Mengawasi kegiatan yang dapat menimbulkan perpecahan atau 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa mengeluarkan peraturan 

kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian 

melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan.  

c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian mengambil sidik jari dan 

identitas lainnya serta memotret seseorang mencari keterangan dan barang 

bukti menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional mengeluarkan 

surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan 

masyarakat.  

d. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan msyarakat menerima dan 

menyimpa barang temuan untuk sementara waktu. 
9
 

 

 

 

                                                           
9
http://id. wikipedia. org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia. Diakses pada tgl 7 

Desember 2016 ,Pukul 18. 00 WIB 
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2. 3. Pengertian Izin 

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya 

ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik 

(pemerintah sebagai pelaksana undang-undang/ chief excecutive). Pada akhirnya 

pemberian izin oleh pemerintah kepada orang/individu dan badan hukum 

dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi 

ranah hukum administrasi negara.  

Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinanan dari berbagai pendapat 

yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara: 

1. Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah 

yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang 

dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat 

agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih 

merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif 

instrumental (I Made Arya Utama).  

2. Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-

undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau 

pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi).  

3. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi 

pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk 



17 
 

perizinan antara lain: pendaftaran, rekomenadasi, sertifikasi, penentuan 

kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus 

memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang 

sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau 

tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang 

memohonnya untuk melakukan tindakan tindakan tertentu yang 

sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang 

mengharuskan adanya pengawasan (AndrianSutedi).  

4. Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu 

tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang (Bagir Manan).  

5. Perizinan dapat didefenisikan dalam arti luas dan dalam artisempit. Dalam 

arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak 

digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin 

sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin 

ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau 

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan 

memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini 

menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum 

mengharuskan pengawasan khusus atasnya, sedangkan dalam arti sempit 

yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya 

didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu 
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tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. 

Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-

undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia 

menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada 

izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali 

diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang 

disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi 

perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar 

tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ 

dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan (N. M. Spelt dan J. B. J. M Ten 

Berge).  

6. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan 

(aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh 

aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi 

benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan 

yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan 

individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak 

melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas (Philipus M. 

Hadjon).  

7. Perizinan terbagi dalam tiga pengertian: Dispensasi-izin-konsesi. Yang 

dimaksud dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan 

suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan 

itu. Sebuah contoh : Pasal 29 KUHPerdata menerangkan bahwa seorang 
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lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum 

berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan 

penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet 

presidentil, presiden yang bertanggung jawab) dapat memberi dispensasi 

terhadap larangan tersebut, jika pembuat peraturan tidak umumnya 

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja 

diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka 

keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut 

bersifat suatu izin (Van der Poot).  

8. Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan 

oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang 

bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi 

konsesi dan yang diberi konsesi (Kranenburg-Vegting).  

9. Izin atau vergunning adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan 

yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak 

dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya 

“izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu 

perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu 

harus dilalui (Prajudi Atmosoedirdjo).  

10. Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan 

dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula 

(WF. Prins).  

11. Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan 

tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang 
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ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi 

Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Uthrecht).  

12. Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh 

undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian 

dari pada syarat-syarat , kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh 

pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai 

dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada 

pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan (Prajudi 

Atmosoedirdjo).  

13. Perbuatan hukum negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan 

peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur 

sebagaimana diteapakan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

(Syahran Basah).  

14. Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi 

dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan 

kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan 

individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota 

masyarakat yang berkepentingan (Ateng Syafruddin). 10 

 

 

 

                                                           
10

 http://www. negarahukum. com/hukum/pengertian-perizinan. html. Diakses: Kamis 27 okt 2016 

Pukul  14. 00 WIB 
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2. 3. 1. Izin Keramaian Dan Tata Cara Pengajuan Izin Keramaian 

Izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorang,organisasi, 

kelompok atau panitia atas permintaanya untuk mengumpulkan orang dalam 

jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni dan budaya, 

demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.  

Izin keramaian ini sangat penting dilaksanakan agar aparat keamanan mengetahui 

isi dari pengumpulan massa tersebut, siapa penanggungjawabnya, berapa lama 

waktu acara tersebut diadakan dan untuk apa kegiatan tersebut diadakan. Ketika 

terjadi pelanggaran hukum maka panitia atau kelompok sebagai pelaksana harus 

bertanggung jawab atas resiko-resiko yang ditimbulkan.  

Dasar Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perizinan dan pemberitahuan 

kegiatan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah : 

1. Pentas musik band / dangdut 

2. Wayang Kulit 

3. Ketoprak 

4. Dan pertunjukan lain 

A. Tata Cara Pengajuan Surat Izin Keramaian 

1. Izin Keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang ( Kecil )  

a. Surat Keterangan dari kelurahan Setempat 

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) yang punya Hajad sebanyak( 

satu ) Lembar 
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c. Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) yang punya hajad sebanyak 1 ( satu ) 

lembar 

2. Izin Keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang ( Besar )  

a. Surat Permohonan Izin Keramaian 

b. Proposal kegiatan 

c. Identitas penyelenggara / Penanggung Jawab 

d. Izin Tempat berlangsungnya kegiatan 

B. Informasi Penerbitan Perizinan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum 

1. Dasar : Undang – Undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum 

2. Bentuk Penyampaian pendapat di muka umum :  

a. Unjuk rasa / Demonstrasi 

b. Pawai 

c. Rapat Umum 

d. Mimbar Bebas 

3. Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan 

tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum. Syarat – 

syarat penyampaian pendapat di muka umum. Di beritahukan kepada Polri 

yang memuat:  

a. Maksud dan tujuan 

b. Lokasi dan route 

c. Waktu dan lama Pelaksanaan 

d. Bentuk 
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e. Penanggung jawab / Korlap 

f. Nama dan alamat organisasi, kelompok dan perorangan.  

g. Alat peraga yang digunakan 

h. Jumlah peserta.  

4. Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan 

secara tertulis selambat – selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.  

5. Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyamapain pendapat di 

Muka Umum Polri wajib :  

a. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan 

b. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat 

di Muka Umum 

c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi 

tujuan penyampaian pendapat 

d. Mempersiapakan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.  

e. Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat 

di muka umum 

f. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.  

6. Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara 

lain :  

a. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan 

b. Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan 

ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.  
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c. Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan 

ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari 

pidana pokok.  

d. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di 

muka umum di pidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun. 11 

2. 3. 2. Unsur - unsur Perizinan 

Dari pemaparan panjang lebar tentang perizinan di atas dapat disimpulkan bahwa 

izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan 

persyaratan tertentu. 12 

Dari pengertian tersebut Nampak adanya beberapa unsur dalam perizinan, yaitu : 

1. Wewenang; 

2. Sebagai bentuk ketetapan; 

3. Lembaga Pemerintah; 

4. Peristiwa konkrit; 

5. Proses dan prosedur; 

6. Persyaratantertentu; 

7. Waktu penyelesaian izin; 

8. Biaya perizinan; 

9. Pengawasan penyelenggaraan izin; 

10. Penyelesaian pengaduan dan sengketa; 

                                                           
11

 Polri 14 Maret 2016 ,Pelayanan Izin Keramaian :https://www. polri. go. id/layanan-keramaian. 

php:Senin 14 November 2016 Pukul 17. 40 WIB.  
12

 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. (Jakarta : Sinar Grafika. 

2010), Hlm. 27 

 



25 
 

11. Sanksi, dan 

12. Hak dan kwajiban.  

1. Wewenang 

Setiap tindakan hukum oleh pemerintah, utamanya dalam Negara hukum, baik itu 

dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun pelayanan, harus didasarkan pada 

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku,sehingga tanpa wewenang jelas bahwa tidak akan pernah dapat dibuat 

keputusan konkrit secara yuridis.  

 2. Sebagai bentuk ketetapan 

 Dalam negara hukum modern, tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya 

sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga 

mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangan 

pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang 

sampai kini masih dipertahankan. Dalam rangka tugas inilah maka pemerintah 

diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini 

muncul beberapa instrument yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan 

konkrit, ketetapan ini merupakan instrumen hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. 13  

 

 

                                                           
13

Sjachran Basah,Perizinan, Surabaya,1995, Hlm. 2 
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 3. Lembaga Pemerintah 

 Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu rule of the game yang 

dapatmengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan 

secara efisien dan efektif. Dengan demikian tata kelembagaan dapat menjadi 

pendorong (enabling) pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga bila tidak tepat 

dalam menata, maka akan menjadi penghambat (Contraint) tugas-tugas termasuk 

tugas penyelenggaraan perizinan terhadap segala sesuatu yang memerlukan izin 

dari pemerintah/ Negara.  

4. Peristiwa konkrit 

Disebutkan bahwa izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan, 

yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkrit dan 

individual. Peristiwa konkrit artinya yang terjadi pada waktu tertentu, orang 

tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkrit ini 

beragam, izin juga beragam. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses 

yang cara prosedurnya tergantungdari kewenangan pemberi izin, macam izin dan 

struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.       

5. Proses dan prosedur 

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, 

proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses penyelesaian perizinan 

yang dilakukan oleh aparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, 

masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses 

penyelesaian perizinan. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh 
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prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Pemohon 

juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh 

pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sepihak. 

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan 

izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau 

pusat. 14 

Beberapa hal yang yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, lack of 

competencies akan dijelaskan sebagai berikut : 

a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas 

aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk 

memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak 

yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.  

b. Prosesperizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya 

dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang 

sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.  

c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan 

pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang 

menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh 

kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan 

dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan 

situasi demi kepentingan pribadidan Ini semata-mata demi terciptanya 

good governance.  

                                                           
14

 Adrian Sutedi,Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,Sinar Grafika:2011. Hlm. 179 
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Dari uraian diatas jelas bahwa, inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan 

adalah pada tata cara dan prosedur perizinan. Untuk itu maka isi regulasi dan 

deregulasi haruslah memenuhi nilai-nilai : 

1. Sederhana; 

2. Jelas; 

3. Tidak melibatkan banyak pihak; 

4. Meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dengan pihak yang 

dilayani; 

5. Memliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara 

luas.  

6. Persyaratan Tertentu 

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk meperoleh 

izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau 

surat-surat kelengkapan.  

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya 

memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Tertulis dengan jelas 

Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.  

b. Memungkinkan untuk dipenuhi 

Karena itulah maka perizinan harus berorientasi  pada azas kemudahan untuk 

dilaksanakan oleh si pemohon izin.  

c. Berlaku universal 

Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif 

dan universal.  
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d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.  

7. Waktu penyelesaian izin 

Waktu penyelesaian izin harus ditentuakan oleh instansi yang bersangkutan. 

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan perizinan 

sampai dengan penyelesaian izin. Dimensi waktu selalu melekat pada proses 

perizinan karena adanya tata cara dan prosedur yang haus ditempuh seseorang 

dalam mengurus perizinan tersebut.  

Dalam regulasi dan deregulasi, proses perizinan harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

a. Disebutkan dengan jelas .  

b. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.  

c. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan 

persyaratannya.  

8. Biaya perizinan 

Untuk penetapan besarnya biaya pelayanan izin, harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Rincian biaya harus jelas untuk setiap perizinan, khususnya yang 

memerlukan tindakan seperti penelitian, pemeriksaan, pengukuran serta 

pengajuan.  

b. Ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau dan memperhatikan 

prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  
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Pembiayaan menjadi hal yang mendasar dari pengurusan perizinan. Namun , 

perizinan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mengatur aktivitas 

masyarakat sudah seharusnya memenuhi sifat-sifat sebagai publik good, dengan 

demikian, meskipun terdapat pembiayaan, sesungguhnya bukan untuk sebagai alat 

budgetaire negara. Oleh karena itulah, maka harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

a. Disebutkan dengan jelas; 

b. Terdapat (mengikuti) standar nasional; 

c. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap obyek (syarat) 

tertentu; 

d. Perhitungan didasarkan pada tingkat real cost (biaya yang sebenarnya); 

e. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.  

9. Pengawasan Penyelenggaraan Izin 

Mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih 

perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa pelayanan perizinan 

pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh 

beberapa hal, antara lain : 

a. Tidak ada system insentif untuk malakukan perbaikan; 

b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang 

ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan 

formal (rule driven) dan petunjuk pimpinan.  

c. Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan; 
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d. Budaya paternalistic yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan 

sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.  

10. Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa 

a. Pengaduan 

b. Sengketa 

11. Sanksi 

Sebagai produk kebijakan publik, regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia 

ke depan perlu memperhatikan materi sanksi dengan criteria sebagai berikut : 

a. Disebutkan secara jelas terkait dengan unsur-unsur yang dapat diberi 

sanksi dan sanksi apa yang akan diberikan; 

b. Jangka waktu pengenaan sanksi disebutkan; 

c. Mekanisme penggunaan sanksi. 15 

12. Hak dan Kewajiban  

Hak dan Kewajiban antara pemohon dan instansi pemberi izin harus tertuang 

dalam regulasi dan deregulasi perizinan di Indonesia. Dalam hal ini harus 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Tertulis dengan jelas.  

b. Seimbang antar para pihak.  

c. Wajib dipenuhi oleh para pihak.  

Di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik juga 

dikemukakan hak dan kewajiban masyarakat (yang memohon izin) dan instansi 

pemberi pelayanan perizinan.  

                                                           
15

Ibid. ,Hlm. 192  
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2. 3. 3. Fungsi Dan Tujuan Perizinan 

Ketentuan tentang perizinan mempunyai dua fungsi, yaitu : 

a. Fungsi penertib  

b. Fungsi pengatur 

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari 

pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi 

pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan 

ataupun oleh pejabat yang berwenang.  

Adapun tujuan Perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : 

1. dari sisi pemerintah; 

2. dari sisi masyarakat.  

1. Dari Sisi Pemerintah 

Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut : 

a. Untuk melaksanakan peraturan 

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan 

kenyataan dalam praktiknya atau tidak, dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.  

b. Sebagai sumber pendapatan daerah 

Dengan adanya permohonan izin , maka secara langsung pendapatan pemerintah 

akan bertambah, karena setiap izin yang dikeluarkan, pemohon harus membayar 

retribusi lebih dahulu. Dampaknya semakin banyak pula pendapatan dibidang 

retribusi yang tujuan akhirnya akhirnya adalah untuk biaya pembangunan.  
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2. Dari Sisi Masyarakat 

Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut : 

a. Untuk adanya kepastian hukum; 

b. Untuk adanya kepastian hak 

c. Untuk mudahnya mendapatkan fasilitas.  

Suatu misal dalam hal Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tujuan dari Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) ini adalah untuk melindungi kepentingan 

pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang ditujukan atas kepentingan hak 

atas tanah. 16 

2.3.4. Perbedaan Lisensi, Konsesi Dan Dispensasi 

1. Lisensi 

Pengertian lisensi secara umum adalah memberi izin, misalnya, izin menggunakan 

nama. Kalau dizaman dahulu, di Eropa misalnya izin untuk mengelola jembatan. 

Ada juga izin untuk tidak membayar pajak. Seperti itulah pengertian lisensi secara 

umum. Lisensi itu bisa untuk produk atau merek di industri apapun. Jika dulu, 

lisensi hanya sebatas produksi, sekarang sudah berkembang di semua industri. 

Industrinya mulai pakaian, barang-barang elektronik, obat-obatan dan termasuk 

jasa sekalipun dapat dilisensikan.  

 

 

 

                                                           
16

 Prajudi Atmosudirdjo,Hukum Administrasi Negara,(jakarta :Ghalia Indonesia,1981),Hlm. 23 
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2. Konsesi 

Konsesi dalam kamus bahasa mengandung pengertian kelonggaran atau 

kemudahan setelah melawati proses diplomasi atau diskusi. Oleh karena itu, 

politik konsesi menjadi bagian wajar dari seni berpolitik itu sendiri. Dalam hal ini 

Van Vollenhoven jugaberpendapat bahwa :“Konsesi adalah bilamana orang-

orang partikulir setelah berdamai dengan pemerintah, melakukan sebagian dari 

pekerjaan pemerintah”. Tujuan pemberian konsesi adalah untuk kesejahteraan 

umum, suatu usaha yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat banyak yang karena 

sesuatu dan lain sebab Pemeintah tidak dapat melaksnakannya sendiri, misalnya 

karena kurangnya tenaga ahli yang imiliki oleh pihak pemerintah untuk 

melaksanakan pembangunan suatu proyek dan sebagainya.  

Konsesi Menurut H. D. van Wijk, disampaikanberikut :“ De concessive figuur 

wordt gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overhead nietzelf 

verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen”. (H. D. van Wijk en 

Willem Konijnenbelt, 1995, hal. 224). = “Bentuk konsesi terutama digunakan 

untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang mampu 

dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-

perusahaan swasta”. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

konsesi merupakan penetapan yang memungkinkan konsensionaris mendapat 

dispensasi, izin, lisensi, dan juga semacam wewenang pemerintahan yang 

memungkinkannya, misalnya membuat jalan, jembatan layang, dan sebagainya. 

Pemberian konsesi haruslah dengan penuh kewaspadaan dan penghitungan yang 
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matang agar supaya tidak salah sasaran dan sejalan dengan tujuan pemberian 

konsesi. 17 

2. Dispensasi 

Pengertian Dispensasi ini disampaikan oleh W. K. Prins bahwa “ Dispensasi 

adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-

undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (relaxation 

legis)”. Demikian pula menurut Ateng Syafrudin, beliau menegaskan bahwa, 

dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal 

tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang 

khusus( relaxation legis). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dispensasi 

(pelepasan/pembebasan) adalah pernyataan dari pejabat administrasi yang 

berwenang, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku 

terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam surat permintaannya. Kalau kita 

amati akantampak jelas bahwa dispensasi ini memang dimaksudkan sebagai 

perkecualian yang sungguh-sungguh atas larangan sebagai aturan umum, yang 

diperkenankan berhubungan erat dengan keadaan atau peristiwa secara khusus. 

Misalnya, diperkenankannya seorang pegawai/ karyawan untuk tidak mengikuti 

apel pagi karena sakit, padahal apel pagi ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh 

atasannya. 18 

 

 

                                                           
17

www. Politik. blongspoy. com/2008/politik/konsensi untuk siapa. Html. Diakses sabtu 29 okt 

2016 Pukul 18. 00 WIB 
18

 W. F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra,Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: 

Pradnya Paramita,1983), Hlm. 72 
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2. 4. Dasar Hukum Izin Keramaian 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  

2. Undang – Undang No. 9 Th 1998 Tentang Kemerdekaan 

Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.  

3. Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 Petunjuk 

pelaksanaan kapolri No. Pol : juklak / 29 / VII / 1991 Tentang Perizinan 

Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.  

 

 

 



 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Masalah 

Peneliti menggunakan pendekatan masalah dengan cara normatif empiris. 

3.1.2. Pendekatan Normatif 

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan 

hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas 

hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan 

sistem hukum. 

3.1.3. Pendekatan Empiris 

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan 

untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau 

antara hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan 

wawancara dengan beberapa responden yang dinggap dapat memberikan 

informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penggunaan kedua 

macam pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan 
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pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian guna penulisan skripsi.
12

 

3.2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder yang didefinisikan sebagai berikut: 

3.2.1. Data Primer 

Data Primer adalah sumber data yang didapat langsung dari sumber asli. Dengan 

demikian, data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian yang 

tentunya berkaitan dengan pokok penulisan, Peneliti akan mengkaji dan meneliti 

sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan cara mengumpulkan 

secara langsung keterangan pihak-pihak yang terkait yaitu : 

1. Sakroni ,S.Sos.M.I.P, selaku Camat di Kecamatan Negerikaton, 

Kabupaten Pesawaran.  

2. AIPTU Setia Mulyana selaku Kepala Kepolisian Sektor  di Kecamatan 

Negerikaton, Kabupaten Pesawaran. 

3. BRIGPOL Nurdiansyah.P. selaku Unit  YANMAS di Kecamatan 

Negerikaton, Kabupaten Pesawaran. 

4. AIPTU Robudin selaku Unit Patroli di Kecamatan Negerikaton, 

Kabupaten Pesawaran. 

                                                           
12

 Amirudin dan zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, 

hlm 196   
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5. Bapak Dasrun selaku Ketua Karang Taruna perwakilan masyarakat di 

Kecamatan Negerikaton Kabupaten pesawaran. 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebaginya.
13

 Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa 

peraturan perundang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

2. Undang–Undang No. 9 Th 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan 

Pendapat Di Muka Umum 

3. Petunjuk lapangan Kapolri no. Pol : Juklap / 02 / XII / 1995 Petunjuk 

pelaksanaan kapolri No.Pol : juklak / 29 / VII / 1991 Tentang Perizinan 

Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat. 

 

 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto,  Penelitian Hukum Normatif,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 

30. 
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b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan 

keterangan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur 

yang mencakup, buku-buku, laporan-laporan hasil penelitian, perundang-

undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

yang ada. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan oleh penulis pada penelitian 

ini menggunakan studi kasus yang diperoleh dari penilitian . 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum, 

kasus-kasus hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang 

hukum, seperti surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet 

yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti. 

3.3. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh 

prosedur sebagai berikut: 

1. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip 

data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-

buku tentang hukum perizinan, yang mempunyai hubungan dengan 

masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 
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2. Studi Lapangan (Field Research) 

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian, 

yaitu di Pesawaran dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang 

akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan waawancara (Interview). 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara langsung yang terpimpin, 

terarah, dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti 

guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap terkait 

dengan Perizinan Keramaian. Wawancara dilakukan dengan cara 

menanyakan pertanyaan terbuka menggunakan daftar pertanyaan yang 

sudah ditentukan dan akan dikembangkan pada saat wawancara 

berlangsung. 

3.4. Pengolahan Data 

Pengeolahan data di lakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut : 

1. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan 

dengan pengeluaran izin keramaian hiburan orgen tunggal. 

2. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para 

responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui 

apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses 

selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan 

permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data 

yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan. 
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3. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok 

yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk 

dianalisis. 

4. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam 

data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat. 

5. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun 

secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan 

yang bersifat umum dari data yang besifat khusus.
14

 

3.5. Analisis Data 

Data yang telah di olah kemudian dianalisiskan menggunakan cara analisis 

deskriptif kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk 

penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk 

di interprestasikan dan ditarik kesimpulan mengenai Peranan Kepolisian Sektor 

Terhadap Pengeluaran Izin Keramaian Hiburan Orgen Tunggal di Kecamatan 

Negerikaton Kabupaten Pesawaran. 
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Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),  hlm. 25. 



 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Kewenangan Kepolisian dalam pemberian izin keramaian adalah (a) 

Memberikan syarat-syarat dalam penerbitan surat izin keramaian : Izin 

keramaian yang mendatangkan massa 300 – 500 orang (Kecil) yaitu izin 

keramaian dengan jumlah massa tidak lebih dari 500 orang contohnya seperti, 

pesta pernikahan ,pesta acara adat, acara hiburan Organisasi Masyarakat. 

Syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu : (1) Surat keterangan dari kelurahan 

setempat. (2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang punya hajad 

sebanyak 1 (satu) lembar. (3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang punya 

hajad sebanyak 1 (satu) lembar. Izin keramaian yang mendatangkan massa 

lebih dari 1000 orang (Besar) yaitu izin keramaian yang mendatangkan massa 

lebih dari 500 orang contohnya seperti, kampanye dan pengajian akbar. 

Syarat-syarat yang harus di penuhi yaitu: (1) Surat permohonan izin 

keramaian. (2) Proposal kegiatan. (3) Identitas penyelenggara/penanggung 

jawab. (5) Izin tempat berlangsungnya kegiatan. (b) Memeriksa persyaratan 

permohonan izin keramaian dan persiapan tempat pelaksanaannya. (c) 

Mengawasi pelaksanaan kegiatan masyarakat. (d) Mengatasi permasalahan 

yang terjadi di pelaksanaan kegiatan masyarakat. 

2. Penghambat Kepolisian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan 

ketertiban adalah:(a) Keamanan lokasi hiburan yang tidak memenuhi standar 
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yang telah ditentukan pihak kepolisian. (b) Pembuatan  surat  izin  melalui  

jalan  praktis (c) Pengajuan  waktu  surat  izin  keramaian  dalam  waktu  yang  

relatif  singkat. (d) Kurangnya  pemahaman  mengenai  prosedur  pengajuan  

surat  izin  keramaian  hiburan. (e) Kurangnya personil Kepolisian Sektor 

Negerikaton. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan diatas,  maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak 

yang terkait demi perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut: 

1. Hendaknya masyarakat di Negerikaton lebih mempertimbangkan dalam 

hal lokasi pelaksanaan acara keramaian yang di ajukan, serta 

mengutamakan keamanan dan ketertiban dan diharapkan dalam pengajuan 

surat izin keramaian  masyarakat/ pemohon langsung mengajukan surat ke 

pihak Kapolsek.  

2. Pihak pemohon/masyarakat sebaiknya mengajukan izin keramaian paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum acara berlangsung, agar dalam persiapan 

pelaksanaan kegiatan keramaian hiburan maupun pemeriksaan berkas 

permohonan dari Kapolsek dapat di proses secara maksimal serta 

diharapkan masyrakat/ pemohon mengetahui bagaimana prosedur dan 

persyaratan pembuatan izin keramaian di Kecamatan Negerikaton, 

sehingga masyarakat dapat memperhitungkan segala hal yang dibutuhkan 

dalam pengajuan surat izin keramaian. 
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3. Diharapkan adanya ketegasan dalam hal ketepatan waktu dari pihak 

Kepolisian dalam penerbitan izin keramaian sehingga masyarakat tidak 

melewati batas waktu yang ditentukan dan penambahan personil di 

kepolisan sektor Negerikaton di bidang Unit Patroli untuk pengawasan, 

keamanan dan ketertiban yang lebih efektif dalam pelaksanaan izin 

keramaian hiburan di Kecamatan Negerikaton. 
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